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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. PKO PBB dibentuk dengan UN Charter Tahun 1945 untuk menjaga 

perdamaian dan keamanan dunia. Dalam menjalankan mandatnya, PKO 

menerapkan tiga prinsip utama yaitu persetujuan para pihak, 

ketidakberpihakan, dan tidak menggunakan kekerasan kecuali untuk 

mempertahankan diri dan mandatnya. Hingga saat ini, telah terdapat tiga 

generasi PKO. Generasi Pertama dikirimkan untuk menjaga batas 

wilayah dan buffer zone setelah Perang Dingin dan bersifat non-

enforcement. Sedangkan generasi kedua dikirimkan untuk 

menyelesaikan konflik etnis setelah Perang Dingin berlangsung dan 

boleh menggunakan senjata. Kemudian, generasi ketiga sering disebut 

PKO multidimensional dimulai setelah diterbitkannya Laporan Brahimi 

dan lebih berfokus pada keamanan masyarakat.  

2. Dalam menjalankan tugasnya, PKO PBB membutuhkan dana 

operasional yang diatur di dalam Pasal 17 UN Charter dimana Majelis 

Umum akan menyetujui anggaran organisasi termasuk PKO dari iuran 

negara-negara anggota. Kemudian anggaran tersebut akan diawasi oleh 

Fifth Committee. Anggaran tahunan tersebut digunakan dalam satu 

tahun finansial dimulai dari 1 Juli hingga 30 Juni. Selain dari anggaran 

tahunan PBB, PKO juga dapat mendapatkan dana dari negara anggota 

melalui donasi sukarela yang disalurkan oleh badan PBB bernama 
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Voluntary Trust Fund. Prinsip pendanaan yang digunakan PBB 

meliputi: prinsip tanggung jawab kolektif, perbedaan prosedur dalam 

membiayai organ-organnya, negara dengan ekonomi maju berkontribusi 

lebih besar daripada negara dengan ekonomi yang lebih rendah, prinsip 

tanggung jawab spesial untuk anggota tetap DK-PBB, dan konsiderasi 

spesial untuk negara anggota yang menjadi korban. PBB menggunakan 

sistem transparansi publik dalam meningkatkan akuntabilitasnya 

melalui website resmi dan dokumen-dokumen yang dipublikasikan. 

Dalam mempublikasikan dokumen-dokumennya, PBB menggunakan 

sistem multilingualisme 6 Bahasa resmi yaitu Bahasa Arab, Mandarin, 

Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol. Selain itu, negara kontributor 

PKO PBB juga dapat mengawasi operasionalisasi PKO melalui The 

Special Committee on Peacekeeping Operations (C34) dengan luaran 

berupa laporan tahunan. Meskipun demikian, kinerja Komite C34 masih 

dirasa kurang efektif karena tidak ada dasar hukum yang memberikan 

Komite C34 wewenang resmi untuk merekomendasikan suatu saran. 

PBB juga menerapkan evaluasi institusional sebagai salah satu metode 

akuntabilitasnya melalui enam badan evaluator yaitu JIU, OIOS, BOA, 

IAAC, DPET dan CPC. JIU terdiri dari berbagai macam inspektur yang 

akan melakukan evaluasi dan investigasi terhadap sistem PBB. Luaran 

dari hasil inspeksi JIU berupa laporan akhir, catatan, atau confidential 

letter. Kemudian, OIOS bertanggung jawab untuk mengawasi lembaga 

internal mengenai staf organisasi dan sumber daya. Laporan inspeksi 
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dan evaluasi OIOS tersebut akan dipublikasikan selama 30 hari setelah 

penerbitan. Selanjutnya, BOA juga bertugas mengawasi secara 

independen dan bertanggungjawab kepada Majelis Umum melalui 

ACABQ. BOA tidak memiliki hak untuk melakukan pengawasan 

operasional, melainkan melakukan audit finansial, compliance, dan 

analisis performa. Kemudian IAAC merupakan lembaga pengawasan 

independen yang berperan dalam fungsi advisory atau memberi saran. 

IAAC bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi terhadap 

Majelis Umum mengenai: (i) hasil dan efektivitas dari badan audit dan 

pengawasan, terutama OIOS; (ii) memastikan kepatuhan manajemen 

dari rekomendasi badan pengawasan dan audit lainnya; (iii) mengenai 

manajemen risiko, kontrol internal, operasional, laporan keuangan dan 

permasalahan accounting disclosure; dan (iv) meningkatkan kerjasama 

antar lembaga pengawasan PBB. Terdapat suatu badan yang berfungsi 

dalam evaluasi, yaitu DPET. Dalam melaksanakan evaluasi, Tim 

Evaluasi bekerjasama dengan Divisi Evaluasi dan Inspeksi dari Office 

of Internal Oversight Services (OIOS) dan Office of Peacekeeping 

Strategic Partnership of DPO. Luaran dari hasil evaluasi DPET adalah 

after-action reviews (AAR) yang dapat diakses oleh publik. Terakhir, 

yaitu CPC yang memiliki fungsi untuk melakukan review dan 

menyetujui rancangan kerja tahunan departemen. 
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B. Saran 

 Mekanisme akuntabilitas akan lebih efektif dengan adanya sistem 

check and balance tidak hanya dari segi internal organisasi tetapi juga dari 

masyarakat internasional. Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini beberapa 

saran dan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi organisasi untuk 

meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan uang untuk pendanaan PKO 

PBB, yaitu: 

1. Terhadap Majelis Umum PBB, meskipun sistem PBB saat ini telah 

mempublikasikan semua bentuk dokumen yang ada, tetapi terdapat 

beberapa dokumen yang tidak dipublikasikan, termasuk rancangan 

peraturan yang hendak dibuat. Padahal dokumen dan informasi 

penting untuk dipublikasikan agar publik dapat menyadari apabila 

ada suatu kesalahan maupun hal yang kurang wajar dalam 

penggunaan dana dan dapat mengkritisi serta memberi masukan atas 

biaya operasional tersebut. Oleh karena itu, dokumen yang 

dipublikasikan sebaiknya diperlengkap.  

2. Terhadap Dewan Keamanan PBB yang secara langsung menjadi 

pembuat kebijakan terutama dalam memberikan mandat kepada 

PKO diharapkan untuk meningkatkan transparansi dalam 

pembuatan keputusan. Saat ini, negosiasi yang dilakukan dalam 

proses pembuatan suatu kebijakan selalu dilakukan pada suatu sesi 

tertutup. Seringkali, proses negosiasi tersebut tidak dicantumkan di 

dalam dokumen yang dipublikasikan. PBB hanya menyampaikan 

Mekanisme Akuntabilitas Pendanaan Peacekeeping Operation berdasarkan Resolusi Dewan
Keamanan
Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/RES/2378
RETNO ANJANI DIAN SHINTA WULANDARI, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



 

166 

luaran dari proses pembentukan kebijakan tersebut tanpa 

menjelaskan proses dan diskusi yang terjadi di dalamnya. Padahal 

proses pembuatan kebijakan juga menjadi elemen akuntabilitas yang 

penting agar publik mengetahui konsiderasi di balik adanya 

pembuatan kebijakan tersebut. Lebih lanjut, transparansi dalam 

proses pembuatan anggaran tahunan penting agar lembaga 

organisasi lainnya juga memiliki saran untuk menyampaikan 

aspirasi. Maka dari itu, penting bagi PBB untuk melaporkan proses 

pembuatan keputusan, baik melalui press release maupun media lain 

yang dapat secara mudah diakses oleh publik.  

3. PBB telah memiliki enam badan evaluasi institusional yang 

berfungsi mengawasi dan mengevaluasi terkait berbagai hal, 

terutama pendanaan di bidang PKO.  

a. Untuk JIU, penggunaan badan evaluasi institusional yang 

beragam memiliki konsekuensi tidak ada kurangnya 

efektivitas akibat kemungkinan tumpang tindih wewenang 

atau bahkan kekosongan dalam mengevaluasi beberapa hal 

karena tidak ada pembagian kekuasaan yang jelas. Selain itu, 

meskipun lembaga evaluasi institusional tersebut beragam, 

tetapi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan 

intervensi dalam hal pembuatan kebijakan. 

Ketidakwenangan tersebut menyebabkan luaran berupa 

rekomendasi menjadi tidak signifikan karena hanya bersifat 
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opsional tanpa ada kewajiban untuk melaksanakan. 

Akibatnya, terdapat banyak kasus dimana rekomendasi yang 

diberikan tidak dilaksanakan oleh PKO yang bersangkutan.  

b. Untuk OIOS, terdapat berbagai masalah setelah memberikan 

rekomendasi terhadap PKO seperti rekomendasi yang tidak 

dilaksanakan. Maka dari itu, sebaiknya OIOS 

mempertimbangkan mengenai mekanisme yang dapat 

mendorong PKO untuk melaksanakan rekomendasi seperti 

review yang berulang-ulang, batas akhir melaksanakan 

rekomendasi, dan teguran apabila tidak melaksanakan. 

c. Untuk BOA, luaran yang disusun tidak memiliki kekuatan 

hukum mengikat sehingga PKO tidak memiliki kewajiban 

untuk menerapkannya. Akibatnya, terdapat berbagai 

rekomendasi yang bersifat tokenistic dan tidak memberikan 

perubahan yang positif. Hal ini dapat diatasi dengan 

mempertimbangkan unsur mengikat dari rekomendasi yang 

diberikan sehingga meningkatkan efektifitas.  

d. Untuk IAAC, rekomendasi yang diberikan untuk PKO 

memiliki tingkat akseptasi yang cukup rendah. Oleh karena 

itu, IAAC harus lebih memperhatikan mengenai relevansi 

atau feasibility dari rekomendasi yang diberikan.  

e. Untuk DPET, perlu adanya evaluasi rutin mengenai 

pembelajaran internal untuk memastikan peacekeepers 
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benar-benar menggunakan waktunya untuk mempelajari, 

mengerti, dan memahami materi pelatihan yang diberikan. 

f. Untuk CPC, upaya mengeliminasi program kerja yang sudah 

tidak relevan seharusnya tidak hanya berdasarkan kondisi 

saat itu, tetapi juga berdasarkan forecast di masa depan untuk 

meminimalisir kesalahan dalam pembuatan keputusan.  

4. Untuk Majelis Umum PBB, hingga PKO Generasi III, PBB tidak 

memiliki panduan dan regulasi yang jelas dalam hal anti-korupsi di 

dalam misi perdamaian dan operasi. Hal ini terjadi karena isu 

korupsi masih belum dianggap sebagai isu yang utama. Padahal 

dalam mewujudkan perdamaian dan pemenuhan mandat, 

dibutuhkan komitmen agar para peacekeepers tidak melakukan hal 

yang melanggar hukum dan merugikan suatu pihak. Sangat penting 

untuk menegakkan regulasi yang lebih kuat dalam hal anti-korupsi 

untuk meminimalisir resiko financial loss dan meningkatkan 

efektivitas dari PKO.   
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